LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 10 TAHUN 2005 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah membutuhkan sejumlah dana yang tidak dapat
terpenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran ;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, dan
sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Majalengka, maka perlu membentuk Dana Cadangan Pemilihan
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka
dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang ........... 2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi  Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4503 ) ;
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003
Nomor 1 Seri A).

Dengan ................. 3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  DANA
CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Majalengka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka.
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10.

11.

12.

)
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

8. Pendapatan Daerah ................. 4
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam
Periode Tahun Anggaran Tertentu yang menjadi Hak Daerah.

Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD
yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun
anggaran.

Rekening Khusus adalah tempat menyimpan dana cadangan yang
ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses
pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.

Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip akuntansi keuangan.

BAB 11
TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai

penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Majalengka.
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